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KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISKEUDES DESA LAMBUR
TAHUN 2025

KEPALA DESA LAMBUR

	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Di. Kabupaten Purbalingga maka perlu mengangkat Operator SID Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

	
	
	b.
	Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 maka menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Desa Lambur Tahun 2025

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk155081118]Mengingat
	:
	01
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

	
	
	02
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	03
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

	
	
	04
	Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;

	
	
	05
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	06
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	
	07
	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

	
	
	08
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

	
	
	09
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

	
	
	10
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	11
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

	
	
	12
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

	
	
	13
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

	
	
	14
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	15
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

	
	
	16
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

	
	
	17
	Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

	
	
	18
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

	
	
	19
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

	
	
	20
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

	
	
	21
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

	
	
	22
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

	
	
	23
	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

	
	
	24
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

	
	
	25
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

	
	
	26
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

	
	
	27
	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15);

	
	
	28
	Peraturan Bupati Purbalingga nomor 9 tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistim Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;

	
	
	29
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendirian,Pengurusan,Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ;

	
	
	30
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

	
	
	31
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6);

	
	
	32
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);

	
	
	33
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

	
	
	34
	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;

	
	
	35
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	
	
	36
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

	
	
	37
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

	
	
	38
	Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lambur Tahun 2019 - 2025;

	
	
	39
	Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

	
	
	40
	Peraturan Desa Lambur Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;





MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISKEUDES DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

	KESATU
	:
	Menetapkan 
Nama                      : FIRMAN ADE MAHENDRA
Tempat/Tgl. lahir   : Purbalingga, 10 Maret 2000
Sebagi Operator SISKEUDES Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

	KEDUA
	:
	Operator SISKEUDES sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Meng-entri data atas dasar permintaan pelaksana kegiatan serta mengembangkan Aplikasi SISKUEDES dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Keuangan Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.; 

	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa  dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);

	KEEMPAT
	:
	Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliriuan maka akan diubah sebagaimana mestinya.



	Ditetapkan di Lambur

	Tanggal 30 Desember 2024

	
KEPALA DESA LAMBUR

	


	TUTI HARYANI
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